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PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG |

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang—Undang Nomor 28

Mengingat

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepo tisme yang menyebutkan
bahwa dalam waktu selambat—lambatnya 6 (enam) bulan sejak
Undang-Undang ini mulai berlaky Setiap Penyelenggara Negara
harus melaporkan dan mengumumkan, harta kekayaannya dan
bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan ini;

b. bahwa untuk mendukung penyelenggaragn Negara yang Bersih dan

[

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (KKN) diperlukan
komitmen bagi penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten
Bungo untuk melaporkan kekayaannya;

. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan

Korupsi, Kolusi dan Nepostisme diperlukan kerjasama  sinergis
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan
pelaporan laporan harta kekayaan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Laporan Harta Kekayaan Penye enggara Negara (LHKPN)
dilingkungan Pemérintah Kabupaten Bunéo;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Ting’}%at I Tanjung Jabung
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indo+esia Nomor 2755);



Meniperhatikan

7. Peraturan Pemerintah Nomor

. Surat Edaran Menteri Pendaya,
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2. Undamg—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelen%gara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi,l Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

.Undang-Undang Nomor 31 [Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomar 2b Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonlesi‘ Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4150);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana diubah] dengan  Peraturan
Pemeﬁnﬁh Pengganti Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang ‘Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara ﬁepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);

PemberaEtasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

‘ UndangJUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil | Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

.Undang-Undang Nomor 23 |Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telahl beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undamngomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas| Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemg¢rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran
NegaJlra Republik Indonesia Nomor 5679);

3 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

Percepatan Pemberantasan Ko psi;

.Ins{:lgsi Presiden Nomor 5| Tahun 2004 tentang

aan Aparatur Negara

Noor‘SE/ 03/M.PAN/01/2003 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara;

. Surat Edaran Menteri Pendaya#unaan Aparatur Negara

Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta



Menetapkan

Dalam Peraturan Bupati in
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Suratj Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor

5 Tahun 2012 tentang

Kewajibqn Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemefrinf;ah Daerah;

. Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

700/ 1590/57 pada tanggal 28 April 2016 tentané

Peneg

Keka

|
Peme;

Perat
Tah

Pen \

asan Kembali
aan Penyelenggara
intahan Daerah;

2016

Penyelenggara Negara;

Sura

SE-08/01/10/2016
paian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan

Peny.
Peny‘

1
: PERATURAN BUPATI
KEKAYAAN
LINGKUNG;

11, y
. Daerah adalah Kabupaten
| Pemerintah Daerah ad

lenggara Negara.

?IIEMUTUSKAN

PENYELENGGARA

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Bungo;

pemerintahan daerah yang

yang menjadi daerah otonom;

Bupati adalah Bupati B

¥O)°
L07

Penyelenggara Negara
Kabupaten Bungo yang

berkaitan dengan penye

TENTANG

ang dimaksud dengan :

Penyampaian Laporan Harta
Negara

di Lingkungan

ran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
tentang Tata
uman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Cara Pendaftaran,

Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor :
tentang

Petunjuk Teknis

LAPORAN HARTA
NEGARA (LHKPN) DI

AN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

1 Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
» memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah
menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah

Komisi Pemberantasan
Komisi Pemberantasan

dalam Undang-Undang @ Nomor
Pidana Korupsi;

Pemberantasan Tindak

Tindak Pidana Korupsi
30 Tahun

lenggara negara sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud
2002 tentang Komisi

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut

dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk
dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan,

lainnya tentang uraian

data pribadi, termaSLﬂ‘g p

Harta Kekayaan Penyelf‘snggara Negara;

cetak dan/atau bentuk

enghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas

4 1 3 - eq



yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada|KPK;
. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk
menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;
. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan

LHKPN;
10. Pendaftaran...... 4




i

10| Pendaftaran adalah peny
kepada KPK;

11.Pengumuman adalah pen uman LHKPN oleh

kepada publik;

12.Admin Instansi

13.Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunj

mengelola aplikasi e—LHﬁ(PlT dilingkungan unit kerja

. BABII
WAJIB LAPOR

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara Wajib n
(2) Penyelenggara Negara yang
Pemerintah Kabupaten Bungc
Bupati Bungo; |
Wakil Bupati Bungo; i
Pejabat Struktural Eselon II dan atau III,;
Pejabat Pembuat Ko 'ltmen (PPK);
Pejabat Fungsional Auditor;
Pejabat Fungsional Fengawas Penyelenggara
Daerah;
Pengelola Unit Layanaixr Pengadaan (ULP);
h. Pejabat yang mengelu ‘ kan perizinan; dan
1. Penyelenggara Negara tert
(3) Uraian nama jabatan sebagair
g, dan h ditetapkan dengan K

nenyampaikan LHKPN.

b terdiri dari :

o R0 o

g.

eputusan Bupati.

|
BAB III

El\*YAMPAIAN LHKPN
Pasal 3

|
|
[
|

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN
pada Pasal 2 kepada KPK yaiﬂu pada saat :

a. pengangkatan sebagai
menjabat; |
pengangkatan kembali |
masa Jabatan atau Pensiun, atau

b.

C

%mpaian LHKPN oleh
|

adalal pl)egawai yang ditunjuk
mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansin)

wajib menyampaikan

entu atas permintaan Kt
mana tercantum dalam 4

| PTnyelenggara Negara pt

berakhir masa jabatan ata pensiun sebagai Penye

Penyelenggara Negara
Penyelenggara Negara

oleh
yd,
uk oleh instansi untuk
nya;

instansi untuk

LHKPN dilingkungan

Urusan Pemerintah di

PK.
yat (2) huruf c, d, e, {,

seperti yang dimaksud

nda saat pertama kali

\
sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya

lenggara Negara.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan

dalam jangka waktu paling
pengangkatan pertama/ pen
Penyelenggara Negara.

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN sqiama Penyelenggara Nega

lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat
gangkatan kembali/bel

akhir jabatan sebagai

ra menjabat dilakukan



(1) Penyampaian LHKPN sebaga:

dilaksanakan dengan cara ﬁl
a./melalui aplikasi e-LHKP

b.| mengisi formulir LHKPN fi

(1) Untuk mengelola dan men;

r‘?r‘r'-“gs*qq s 0 9-.0 9‘9

Pasal 5

bagai berikut :

mana dimaksud pada

ada alamat www.elhkpn|
(imat excel untuk kemudian dikirimkan melalui
email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada

| dan Pemeriksaan LHKEN (balk secara langsung dikantor KPK atau Pos)

Pasal 3 dan Pasal 4
kpk.go.id ; atau

Direktorat Pendaftaran

dalam bentuk file excel y#ng telah disimpan daldm media penyimpanan

data. Formulir

nama;
jabatan;
instansi;
tempat dan tanggal lahif;
alamat;

identitas istri atau suami;
identitas anak;
jenis, nilai dan asal usul p
besarnya penghasilan dan
surat kuasa mendapatkan

excel
www.kpk.go.id/ layanar‘} _publik/ lhkpn.
(2) Format LHKPN sebagannana ‘dlmaksud dalam ayat (
yang sekurang-kurangnya meTluat

tersebut dapat

rolehan harta kekayaan
engeluaran;
data keuangan;

surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
surat kernyataan.
BAB IV
PENGELOLA LHKPN
Pasal 6

gkoordinir LHKPN dibentuk

(2) Unit Pengelola LHKPN seb:

a
>

al Koordinator LHKPN adala

diunduh melalui

1) ditetapkan oleh KPK

yang dimiliki;

Unit Pengelola LHKPN;

mana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;

b, Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bungo;

c! Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo;

adalah pejabat yang ditunjuk oleh

d. Administrator LHKPN

instansi

Pemerintah Kabupaten ‘Bungo sebagai Admin Instansi.
(8) Unit Pengelola LHKPN s?bagraimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai

tuigas sebagai berikut :

a. Koordinator LHKPN be‘%‘ko‘ordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan
han wajib LHKPN dalam melaporkan dan
ayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN

evaluasi terhadap kepa
mengumumkan harta k
dalam www.elhkpn. kaL g

b. Administrator bertugas untuk

1) menyampaikan data kepegawaian dan data
LHKPN kepada KPK| pa]

2) melakukan pemutajkh

.id.

iran data sebagaimana

KPN;

ke dalam Aplikasi e-L.

rubahan jabatan Wajib

ing lambat 15 Desember setiap tahun;
imaksud pada angka 1)

3) mengingatkan Waﬁb LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo
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Pasal 7

(1) Setiap Satuan Kerja Peraﬂjlgkbt Daerah (SKPD) dibentuk Admin Unit Kerja

Pengelola Aplikasi e-LHKP

.

(2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) bertugas:
a.
b.
G
d.;

membuat/update daftar
melakukan pendamping;
memonitor pelaporan L
selanjutnya disampaikai
(3) Admin Unit Kerja Pengelol

membuat akun Penyelengg?ra

- wajib lapor;
an pengisian/e-filling;

Negara /Wajib LHKPN;

HKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk
n kepada Admin Instansi.
a Aplikasi e-LHKPN di masing-masing SKPD/unit

kerja sebagaimana dimaks;ud! dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Kepala SKPD. |

(1) Penyelenggara Negara yang

menyampaikan LHKPN,
diberikan sanksi disiplin

dari:
a. penurunan pangkat seti

bl Pembebasan dari jabatdan

TATA CARA PENJATUHAN SANKS

(1) Sebelum menjatuhkan s

|
|
|
. BABV

SANKSI
Pasal 8

berstatus Pegawai

sebagaimana dimaksud
ting

Nomor 53 Tahun 2010 tentang
(2) Sanksi disiplin tingkat berat

n

; BAB VI

‘ Pasal 9

1ksi disiplin sebagaimana
ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut|:
a.| diberikan peringatan secar

masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;

gkat lebih rendah selama

egeri Sipil jika tidak
ada Pasal 2 ayat (2)

skat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan
o Disiplin Pegawai Neger
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri

Sipil.

3 (tiga) tahun; dan/atau

]

dimaksud pada Pasal 8

tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-

b. jika sampai pada peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka
Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana

kepada Penyelenggara
dimaksud pada Pasal 8.

(2) Pénjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

pada Pasal 8 dan Pasal

9 layat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu o¢leh Inspektorat Daerah

Kabupaten Bungo sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam

Pé¢raturan Pemerintah Nomor

53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010

tentang Ketentuan Pelaks
tentang Disiplin Pegawai N
(3) Penjatuhan  sanksi

geri Sipil.

terha ap Wajib LHKPN

aan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

yang tidak mematuhi

ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman
disiplin yang ditetapkan ol‘Fh Bupati.
[
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|
ie S

|
. BABVI
KETENTUAN PENUTUP
. Pasal10

Peraturan Bupati ini mulai bei‘lal%u pada tanggal diundangkan.

Agar| setiap orang mengetahuinya, memerintahkan | dan mengundangkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2017

w18
BUPATI BUNGO 7" 82

Diundangkan di Muara Bungq)
padal tanggal 20 17
‘ |
IR
|
LB

SEKRETARIS DAERAH KABYP*TEN BUNGO,

- H. RIDWAN IS |
BERITA DAERAH KABUPATEFI ]%UNGO TAHUN 2017 NOMOR ............




